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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perusahaan 

Rumusan tentang perusahaan awalnya dijabarkan dalam penjelasan  

Undang-Undang (Memorie van Toelichting) dan pendapat para ahli. 

Dalam penjelasan pembentuk Undang-Undang disebutkan perusahaan 

adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, 

terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba.  

Molengraaff mengemukakan perusahaan adalah keseluruhan 

perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar 

mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan 

barang, mengadakan perjanjian perdagangan.
20

 

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff  tidak menekankan 

perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan 

perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha 

saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum 

perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain. 

Sedangkan pengertian perusahaan menurut Polak berpendapat 

bahwa suatu perusahaan baru ada apabila sebelumnya memperhitungkan 
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terlebih dahulu menegenai rugi dan labanya serta mencatatnya kedalam 

suatu pembukuan.
21

 

Defenisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum untuk 

pertama kali dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang ditentukan 

sebagai berikut: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, 

bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
22

 

Selain itu, terdapat juga defenisi perusahaan menurut Pasal 1 butir 

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

yang berbunyi: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 

kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan 

dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun 

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang 

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”. 

Kedua defenisi perusahaan menurut Undang-Undang tersebut 

mengatur tidak hanya jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi, tetapi 

juga telah mengatur mengenai bentuk usaha yang berwujud badan usaha 

yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia. 
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Menurut Undang-Undang yang berlaku, perusahaan dianggap ada 

jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan 

terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat 

keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib untuk 

memiliki suatu bentuk usaha. 

Berdasarkan defenisi perusahaan yang sudah dikemukakan diatas, 

Totok Mardikanto merumuskan bahwa dalam pengertian perusahaan 

tercakup 2 (dua) hal pokok yakni: Pertama, bentuk usaha berupa 

organisasi atau badan usaha. Kedua, jenis usaha berupa kegiatan dalam 

bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh 

pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.
23

 

B. Pengertian Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas berasal dari istilah Hukum Dagang belanda 

Wetboek van Koophandel (WvK) yaitu Naamloze Vennootschap. 

Naamloze berarti tanpa nama, yang dimaksudnya dalam hal pemberian 

nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, 

melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari 

usahanya. 
24

 

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan 

terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau 
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saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab 

pemegang hukum yang dimilikinya.
25

 

Perseroan Terbatas (PT) pertama kali di atur di Indonesia melalui 

Pasal 36 sampai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD). Akan tetapi didalam KUHD, definisi tentang PT ini tidak 

diberikan. Mengenai pengertiannya dapat disimpulkan dari ketentuan-

ketentuan yang terdapat didalam Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD.
26

 

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas memberikan definisi bahwa Perseroan Terbatas adalah 

badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini. 

Pada tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

Kemudian pengertian PT tersebut disempurnakan dalam pasal 1 butir (1) 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dimana definisi Perseroan Terbatas, 

yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
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memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya”. 

Bila diperhatikan lebih lanjut unsur-unsur perseroan menurut 

UUPT bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Berbeda 

dengan KUHD. Dalam pasal 1 angka 1 seperti yang sudah dijelaskan 

diatas. Kemudian Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa Perseroan 

memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan 

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.” 

Dari bunyi pasal 1 angka 1 dan pasal 7 ayat (4) UUPT, dapat 

disimpulkan bahwa badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas 

merupakan badan hukum. Namun, tidak berarti setiap badan hukum adalah 

perseroan terbatas. Disini UUPT secara tegas bahwa Perseroan Terbatas 

merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak 

dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan mempunyai kekayaan 

yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.
27

 

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat 

disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu:
28

 

a. Merupakan persekutuan modal 

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang 

disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang 
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disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD 

Perseroan. 

b. Didirikan berdasarkan perjanjian  

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan 

perjanjian. 

c. Melakukan kegiatan usaha  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus 

mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. 

d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan 

pemerintah  

Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (rechtspersoon, 

legal entity), karena diwujudkan melalui proses hukum (created by 

legal process) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.
29

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa  PT adalah suatu 

badan hukum yang terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan 

dengan milik pribadi pengusaha. Didirikan berdasarkan perjanjian 

sehingga bukanlah perusahaan perorangan tetapi suatu persekutuan yang 

memungkinkan adanya akumulasi modal dan dibagi kedalam saham-

saham. PT sebagai badan hukum harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan UUPT serta peraturan pelaksanaannya, dan status badan hukum 
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diperoleh karena Undang-Undang dan pengesahan dari instansi 

berwenang. 

C. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Bowen (1953) mendefinisikan  tanggung jawab sosial perusahaan 

atau dikenal juga dengan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk 

merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis 

tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai masyarakat. Definisi 

tersebut kemudian diperbaharui oleh Davis (1960) yang menyatakan 

bahwa: keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan, atau 

setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknis 

langsung perusahaan.
30

 

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan tahun  1970-an 

dan semakin populer setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The 

Triple  Bottom Line in 21
st
 Century Business (1998), karya  John Elkington 

yang mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, 

yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang 

digagas oleh The World Commission on Environment and Davelopment 

(WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke 

dalam tiga fokus: 3P, yaitu singkatan dari profit, planet, dan people. 

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka 

                                                             
30

Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86. 



29 
 

 
 

(profit), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian  lingkungan 

(planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).
31

 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan 

atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi  yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan 

dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek 

ekonomis, sosial dan lingkungan.
32

 

Perusahaan sebagai suatu badan hukum (recht person) adalah 

cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtmatige daad). Dalam 

melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh organ atau pengurusnya, 

sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan kekhilafan (culpa) 

dan kelalaian (alpa) yang harus dipertanggungjawabkan. Secara teoritis, 

perusahaan sebagai badan hukum (recht person) dapat diminta 

pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu; 

1. Tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis 

atau hukum. 

2. Tanggung jawab dalam makna responsibility atau tanggung jawab 

moral atau etis. 

Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas dinamika dunia 

usaha atau bisnis, maka responsibility dikembangkan dalam bentuk 

                                                             
31

Ibid, hal. 85. 
32

 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta:  Sinar Grafika, cet.2, 

2009), hal. 1. 



30 
 

 
 

tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, atau 

disingkat dengan CSR).
33

 

Landasan pandangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup dan berada ditengah-

tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran 

kegiatan usaha perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan 

dan masarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian 

(concern) terhadap masyarakat dimana dia hidup dan berada. Perseroan 

tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.
34

 

Pandangan CSR yang dikemukakan di atas merupakan reaksi dan 

tantangan terhadap paham yang dikembangkan ajaran Neo Kapitalisme 

(Neo Capitalism) yang bersikap dan berpendirian bahwa satu-satunya 

tanggung jawab perseroan hanya mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Tanggung jawab 

perseroan hanya sebatas memenuhi kepentingan para pemegang saham. 

Adapun tanggung jawab sosial termasuk tanggung jawab untuk 

mensejahterakan rakyat dan perlindungan lingkungan, bukan tanggung 

jawab perseroan, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah.
35

 

Ajaran inilah yang ditentang oleh aliran moralis. Bukan hanya 

pemegang saham yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder) 

Perseroan. Masyarakat sekitar kegiatan Perseroan juga adalah pemangku 
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kepentingan. Oleh karena itu, selain harus menaati segala peraturan 

perundang-undangan, Perseroan juga harus ikut bertangung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berarti pemangku 

kepentingan (stakeholder) Perseroan tidak hanya terbatas pemegang 

saham, karyawan atau pegawai dan buruh, tetapi juga anggota 

masyarakat.
36

 

D. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu 

konsep bahwa organisasi dan perusahaan memiliki suatu tanggung jawab 

terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan 

lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Bentuk tanggung  

jawab yang ada disesuaikan dengan objeknya masing-masing.
37

  

Berikut ini adalah uraian yang lebih mendetail mengenai bentuk 

tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan 

kepada masing-masing objek yang terkait: 

1. Tanggung Jawab Sosial Kepada Konsumen 

Dalam dunia perdagangan dan industri, konsumen adalah 

rajanya. Apabila sebuah perusahaan ingin sukses menjual 

produknya, mereka harus mampu memikat hati konsumen. Hal 

tersebut dilakukan perusahaan dengan cara:
38

 

a. Memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang 

dijual (tidak ada penipuan). 

                                                             
36

Opcit. Hal. 299. 
37

 Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility), (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.10 
38

 Ibid  



32 
 

 
 

b. Produk yang dijual dijamin sehat dan tidak memberikan efek 

negatif bagi kesehatan konsumen. 

c. Memberikan diskon dan garansi pada produk yang dijual. 

2. Tanggung Jawab Sosial Kepada Karyawan 

Ibarat dalam sebuah keluarga, supaya hubungan keluar dapat 

dijalankan dengan baik maka keharmonisan dalam rumah tangga 

harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, pihak perusahaan haruslah 

memperlakukan karyawannya dengan baik sesuai dengan hak mereka. 

Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan 

sebuah perusahaan kepada karyawannya:
39

 

a. Memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan 

pegawai. 

b. Memberikan asuransi kesehatan, serta berbagai macam tunjangan 

kepada para pegawai. 

c. Memberikan kenaikan gaji menyesuaikan dengan laju inflasi di 

negara tersebut. 

3. Tanggung Jawab Sosial Kepada Pemegang Saham 

Pemegang saham merupakan pihak yang mempercayakan 

uangnya untuk dijadikan modal perusahaan tersebut supaya dapat 

terus beroperasi. Pemegang saham mendapat keuntungan dari 

pembagian dividen yang biasanya setiap tahun pada saat laporan 

keuangan perusahaan. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab 
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sosial yang bisa dilakukan sebuah perusahaan kepada para pemegang 

saham:
40

 

a. Memberikan laporan keuangan yang transparan, 

b. Tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan dan tidak 

mengurangi keuntungan para pemegang saham, 

c. Bekerja keras supaya perusahaan dapat berkembang untuk 

membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. 

4. Tanggung Jawab Sosial Kepada Lingkungan 

Selain bentuk tanggung jawab sosial kepada para manusia, 

perusahaan juga dituntut untuk memberikan tanggung jawabnya 

kepada lingkungan disekitarnya. Tindakan sebuah perusahaan 

terhadap lingkungan akan dilihat para konsumen dan dijadikan oleh 

mereka sebagai sebuah parameter untuk menentukan, apakah 

perusahaan tersebut perusahaan yang baik atau tidak.  Bentuk 

tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan sebuah perusahaan kepada 

para pemegang saham adalah sebagai berikut:
41

 

a. Membuang limbah perusahaan dengan metode yang benar dan 

tidak mencemari lingkungan sekitar, 

b. Melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan yang mungkin secara 

tidak sengaja rusak akibat kegiatan produksi perusahaan (misalnya 

perusahaan kertas yang dalam produksinya terus-menerus 
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menebang pohon, mereka harus menanam ulang pohon tersebut 

dengan pohon baru yang lebih muda), 

E. Komponen Tanggung Jawab Perusahaan 

Terdapa tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab 

sosial perusahaan/ CSR menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai 

berikut:
42

 

1. Perlindungan lingkungan  

Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud 

kontrol sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. 

2. Perlindungan dan jaminan karyawan  

Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi 

tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya. 

3. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat 

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan 

penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus 

menjaga harmonisasi agar bersinergi. 

4. Kepemimpinan dan pemegang saham  

Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki 

kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. 
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5. Penanganan produk dan pelanggan  

Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila 

pelanggan puas maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih 

akan diperoleh. 

6. Pemasok (supplier)  

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. 

Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan. 

7. Komunikasi dan laporan  

Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang 

tercermin melalui sestem informasi akan membantu dalam 

pengambilan keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material 

dan relevan bagi stakeholders. 

Adapun komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR yang 

diidentifikasi menjadi prioritas menurut The World Business Council for 

Sustainable Development (belakangan berganti nama menjadi Business 

Action for Sustainable Development) yaitu:
43

 

1. Human rights, 

2. Employee rights, 

3. Environmental protection, 

4. Supplier relations, 

5. Stakeholder rights, and 
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6. CSR performance monitoring and assessment. 

Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut 

Global Reporting Initiative (GRI) antara lain: 

1. The workplace, 

2. Human rights, 

3. Suppliers, and 

4. Products and services. 

Dari beberapa komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR 

menurut beberapa pandangan, terlihat penekanan yang utama pada 

komponen perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.
44

 

F. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang 

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kewajiban yang sudah 

diatur didalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Berikut ini 

adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

tanggung jawab sosial dan lingkungan: 

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 

Sosial Dan Lingkungan  Perseroan Terbatas  

Mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, diatur dalam 

Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk 

perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan adalah 

                                                             
44

 Yusuf Wibosono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social 

Responsibility), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 21 



37 
 

 
 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.
45

 

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan 

sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
46

 

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana 

kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan 

Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai 

dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan 

tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dimuat 

dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada 

RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).
47

 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
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Dalam Pasal 15 huruf (b) UU 25/2007 diatur bahwa setiap 

penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah 

tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman 

modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan 

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat 

setempat.
48

  

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah 

perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal 

yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal 

asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).  

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap 

penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan. Selain dikenai sanksi administratif, penanam 

modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).
49

 

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
50

 

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan 

tepat waktu. 

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 

c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 

PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan 

Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina 

Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan 

Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007) 

Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan 

Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan 

Perseroan Terbuka (Persero Terbuka). Berdasarkan Pasal 2 Permen 

BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program 

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina 
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Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang 

ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
51

 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah 

program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi 

tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 

angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina 

Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat 

oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 

Permen BUMN 5/2007). 

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi 

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau 

Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan 

Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah 

satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat 

sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) 

huruf p UU 22/2001).
52

  

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan 

bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan 
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kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan 

lingkungan dan masyarakat setempat.
53
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